
MenimbanE : a.

Mengingat i.

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR: 27 TAHUN 2OO5

TENTANG

PA]AK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATT MUKOMUKO,

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.
*.

trahwa untuk meningkatkan Pendapatan fuli Daerah Kabupaten

Mukomuko perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

UnCang-undang Nomor 34 Tahun ?-000 ientarrg Pajak Daerah dan

lletribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun

2000 Nomor 2.16, Tambahan Lembaran Neqaia I'lomor.t048)i

Undang-undang Ncmor 03 Tahun 2003 tentan_q Penrbentukan

Kabupaten lulukomuko, Kabupaten Selurna dan Kabupaten Kaur di

Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 23, 
-fanrbalran 

l-enrbararn Neqara Norl:::- '12"66);

'2,.

l. L.lnclang-undang Nr"lmor l0 .l'ahun

Peraturan Perundang - undangarr

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Nomor a389);

2004 fenfanrl Pernbentukan

(Lernb.rran Negara Republik

Tambaharr Lcmbaran Negara
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 176, Tambahan

Lembaran Negara Nomor a$B );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
-Iarnbahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,

Tambahan Lembaran Negara Nomor a138);

B. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur
$,

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

PA.IAK HOTEL

a.

5.
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Dalam

a.

b.

d.

e.

g.

h.

BAB I
KETET{TUAN UMUM

Pasal I
Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomukt-r;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mukomukr:;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KaLrupaten Mukornuko;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pc:rpajakan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan hotel ;

Hotel adalalr bangunan yang khusus disediakan bagi orang dapat

menginap/istirahat, nremperolerh pr:layanan dan atau ft:silitir:; l;rinny;r dengan

dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yanct rnenyatu clikelola dan dimiliki

oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang nrernyelenggarakan usaha

hotel untuk dan atas namanya sendiri untul< atas nam;i pihak lain yanql menjadi

tan-qgungannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang :;elanjutrrya disingkat SPTPD adalah Surat

yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor penghitungan dan pembayaran

Pajak yang terhitung rnenurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak

yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB

adalah Surat keputusan yang menentukan hesarnya jumlah pajak yang terhutang,

jumlah kreclit pajak, jumlah kekuranqan pernlrayoran pajak Jxrkol.;, l;esarnya sanksi

admirristrasi, dan jLrrnlah yang masitr harus oioayerr;

Surat Ketetapan Fajall Daerah Kurang Bayar lambaltan, yanr; sr:lanjutrrya ciisingkat

SKpDKBT ;rdalah iitrrat l{eputufilr yanq rn(jncrrtrrkan -1-,rmb,.rfrirn ;ir.iir junrl;rh pajak

yang telah ditetapkcrn;

5jurat Ketetapan Paj;rk Daeralr lebih Ltayar yanq selainjutnya clisingkat SKPDLB

adalah jumlah kelebrhan pembayrran pa.lak karcn;l jumiah kri,rdit pajak lebih besar

dari pajak yanq terutang atau tidak seharusnya terutang;

i.
t.

k.

l.

nt.

I l.

PERDA Kab. ltfukomuka Tahun 2OOS



L

p.

cl.

+t.

U.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya SKPDN adalali surat

keputusan yang menentukan jumlah pajak yang yang terutanq sanra besarnya

dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk

melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi lrerupa bunqr dan atau

denda;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuian, perlcumpulan, firma.

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dan pensiun,

bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

Sural Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan ferhadap surat

ketetapan pajak claerah Kur;rng Bayar, sur;rt Ketetapan pa;ak l)aeralr Kur;rnq Ljayar

Tambahan, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, atau terhadatp penrotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Putusan banding adalah putusan Badan Penyelesaian St:ngketa pajak atas b.:nding

terlradap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan *'
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah;

Penyidik tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disebut

Penyidik, untuk mencari serta menEumpulkan bukti yanlt denqan birkti itu

ntembu.it teranq tindak pidana di bidartql pcrparjakan D;i:rrrit y,rrlq tcrj;-rcli serta

menemukan tersanclkany;r.

8AB II
FCAMA OBYEK DAN sUBYf;K $'A]AK

Pasal ?

(1) Denq;;in nanra Pa;ak llotel clipunqut Pajark atas sctiitlr Jrrrl;ry.ir](rrr lrr.rtll.

(2) Objek [);rjak;rdalaft setiap Jrelayanan y.rrrq iltsecli;rk;tn clcrttl.rrrpcrrt[,r;rv,rrari dr hcltef;
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(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain Gubuk

Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hotel), Losmen

dan Rumah Penginapan terrnasuk Kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas)

atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti Rumah Penginapan.

b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, telex, fotokopi, pelayanan

cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola

-r . hotel;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (fitness center),

kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau

dikelola hotel;

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pedemuan di hotel;

e. Penjualan nrakanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas

penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Persewaan rumah atau kamar, apartemen dan tempat tingqal lainnya yanq tidak *.
menyatu dengan hotel;

b. Pelayanan tinggal di asmma dan pondok pesantren;

c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan dipergunakan oleh

bukan tamu hotel dengan pembayaran;

d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipakar olch umurn di hotel.

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat

dimanfaatkan oleh umum.

f. Pelayanan usaha jasa boga/katering.

q. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau runrah nrakan y;rnt1 pi:ri.:daranriya

tidak melebihi Rp. 25.000. (dua pululr lirrra rilru rupiah).

Pasal 4

(t) Subjek Pajak l{otel adalah orlng J:rii:adi rt;ru bad;rn yarrq nrelakuk;rn penibayaran

atas pelayan.:n hote'l

(2) Wajib Pajak Hcltell arJalah pcnqlrsaha hoft:|.
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BAB III
DASAR PENGENAAN DAN

CARA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 5

, 
Oasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Pasal 6

i
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal B

Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlckasi.

BAB V

MASA PAJAI& SAAT PAIAK TERUTANG DAN
sUR"AT PEMBERTTAHUAN PA]AK

Pasal I

Masa pajak adalah jangka pungutan yang dipunqut tiap satu bulan takrryirn.

Pasal 10

Pajak terutanr-1 terjacli saat pelayanan dan atau ;rcmbayaran cli lroltl

$.

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SP-t'Ptl.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi denqarn jelas, Lrenar dan

lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
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(3)

(4)

SPTpD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus clisampaikarr kepada Bupati

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, is! tata cara pengisian dan penyanpaian SPTPd ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAIAK

Pasal 12

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ll ayat (1), Bupati

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagainrana dimaksucl pada ayat (1) ticlak at;ru kurang dibayar

setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari :;ejak SKPD cliterima,

dikenakan Sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah

tagihan dengan menerbitkan SPTPD.

Pasal I"3

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPfPD sebagalmana dimaksud dalam Pasal 11 *,

ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak

sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudalr saat terutangnya paj,rk, Bupati dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

(3) SKPD sebagaimana dinraksud pada ayat (2) huruf a diterbitkari :

a. Apablla berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranqan lain pajak yang

terutang tidak atau kurang dibayar, dikcnakan s^:nksi Administrasi 2olo (dua

persen) sebulan di hiutng dari pajak yang kuranql atau terlambat dibayar

untuk jangka waktu palinq lama ?4 (dLr;i puluh crtig-ra1) ltularr dihiturrg sejak

s.l(rt teruta{rqnya pajak.

b. Apabila SPTpD tidak disampaikan dalarn jangka waktu yang ditentukan dan

telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi Adniinistrasi sebesar 2olo (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlantbat dibayar

(1)
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untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terulang

dihitung secara jabatan, dikenakan sanksi Administrasi sebesar 25olo (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi Administrasi sebesar

20lo (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat

dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua pr-rh.rh enrpat) bulan

dihitunq sejak saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud padet ayat (2) huruf b diterbitkan apabila

ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi Admnistrasi

berupa kenaikan sebesar 100o/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak

tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah

pajak yang terutang sama besarnya dengan jurnlah kreclit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPllN d;.trr SKPDKBT

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurr-rf a dan b tidak atau ticJak sepenuhnya*'

dibayar dalam jangka waktu yanq telah ditenlukan, ditagih dengan menerbitkan

STPD ditambah dengan Sanksi Administrasi sebesar 2% (dua persen) Ecbulan dari

jumlah tagihan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagainrana dimaksud pada ayat (4)

tidak dikenakan pada wajib pajak apabil;: melaporkan sendiri scbelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.

ilAB VII
.TATA 

CARA PEMBAVARAF{

Irasal 1a

(1) Penrlxyari:n p;rjak dil;rkukan ili Ka:; []aeritlr;ttatt tc'nrp;il l;rin y;lrrrl diturrjuk olelt

fir:Jr;rti :c'l;rr;ri v,r;ikttr yanq c'litt-.ntukan cl;rl;rrri ';lil.PI), :jKl), :''K{illl(1i1, rl;'rn :;fPD.

(2) Apabila J;erntb.,ryarcin Jr;rjak ditL:rnpal litirr yattrl cjiturtluli, it.r:;il 1.1-'rt,,:rtnuran pa;ak

harus disrltc.ir kt kirs rlarrnir sclarnbal-lamb.rttty,i 1 i .).1 J;)rrr irfiru daliim waktu

yetng clitentuk;ln ok'llt f:iupa'.1.
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(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan

menggunakan SSPD.

Pasal 15 :

(1) Pembayaran pajak harus harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur

pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 29o

(dua persen)sebulan dari jumlah pajak yanq belum atau kuranq Lrayar.

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepacl;r Wajib Pajak untuk rncnunda

pembayaran menunda pembayaran pajark sampai batas waktu yang ditentukan

setelah memenuhi persyaratan yang ditcntukarr scbulan d;rri jLrrnlafr pajak yang

belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksuel pacla ayat (2) dan 
t'

(4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (14) cliberikan tanda

bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

sebaqaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAH PAJAI(

Pasal 17

(1) Surat teguran dan atau surat peringatan atar: surat lain yanq sejenis sebagai awal

tindakan pelaksanaan penagihan palak dikelu.rrk;ln 7 (tujuh) h,:ri sejak sdnt j.ltuh

tempo pembayaran.

PERDA Kab. Mukomuko Tahun 2OOS



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan atau

surat lain yang sejenis sebagaimana wajib pajak harus melunasi pajak yang

terutang. I

(3) Surat teguran dan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka

waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau

surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat

paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat ?.1 (dua puluh satu) hari

sejak tanggal surat teguran atau atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu "l y. "24 jam sesudah

tanggal pemberitahuan sLrrat paksa, pejabat segera menerbitkan s;urait perintah ir
melaksanakan p;enyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum jug;a melunasi utanq pajak, setelah

lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat pe rintair melaksanakan

penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada

Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, janr d;rn ti:mpat pclaksanaan

lelang, juru sita memberitahukan dengan secarer teftuli:; kepada lvajib pajak.

Pasal 2?

Bentuk, ;rnis dan isi formLrlir yanq clipergLrn;ik;i,r untrrk pr:laks;inaarr p:nagihan pajak

daerah cliletapkan oleh f]upati.
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\r/

(2)

8AB IX

PENGURAHGAH, KERINGANAFI DAN
pEMBEBASAN PATAK 

l

Pasal 23

Bupati berdasarkan permohonan wajib Pajak dapat memberikafr pengurangan,

keringanan, dan pembebasan pajak.

Tata cara pemberian pengumngan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DA!{ PETIGIIAPUSAN ATAU PENGGUHAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan

SKPDB atau SKPDBKT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan

tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-

undangan Perpajakan Daerah. *r

Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapus Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

wajib pajak atau bukan karena kesalalrannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

Tala cara pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan pengurangn

atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XI

KEBERAT/IN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib pajak dapat mengajuk;rn kebei"ahrrr lrany;t kepad; [3up;iti atlir Pr":jalrart yang

ditunjuk atas suatu :

(1)

(2)

(3)
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a. SKPDKB;

b, SKPDKBT;

c. SKPDLB;

d. SKPDN;

(2) Keberatan diajukan tertulis dalam bahasa inclonesia dengan alasan-alasan yang

jelas.

& 1 (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,

wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketehpan pajak tersebu[.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka

waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan tr
penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan bancling hanya kepada Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang

ditetapkan ofeh Bupati.

(2) Pengajuan pennohonan tlanding tidak nrelnunda kewajiban nrernbayar pajak dan

pelaksaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pngajuan keberatan atau banding ciikabulkan sebar;ion alau seluruhnya,

kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunqa sebesar 2olo

(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluft empat) bul;rn.
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BAB XII
PENGEMBALIAN KELESIHAN PEMBAYARAN PA]AK

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupali.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati tidak

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu palinq lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2i,
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Apabita pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu

2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran pajak.

Pasal 29

(1) Permohonan pengenrbalian kelebihan pembayaran pajak dialukan secara tertulis

kepacla Bupati sekurang-kuran[Jnya clengi:n menyebutkan :

a. Nanra dan alamat wajib pajak;

b. Masa palak;

c. Besarnya ketebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang; jelas.
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(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara

lanqsung atau melalui pos tercatat.

:

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat

perintah membayar kelebihan pajak.

(5) Apabila kelebihan pembayaran psjsk diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayar,rnnya dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juq;: berlaku :;ebag;ai bukti

pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 3O

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka ;.
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak sejak saatnya terutangnya pajak, kecuali

apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;

tr. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak bail< l;rnqys;unti maupun tidak

l,tnqSuncl.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban, nrerahasiakan

sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 31 ayat (1) cl;:n ayat (2), dipidanar dengan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan at;ru denda paling tranyak Rp.

2.000.000,- (dua juta rupiah).
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(1)

(2)

(2)Pejabatyangsengajatidakmemenuhikewajibannyaa[ause$eorangyang

menyebabkantidakdipenuhinyakewajibanpejabatsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)danayat(2),dipidanadenganpidanankurunganpa|inglama(1)tahun

atau denda paling banyak Rp' 5'000'000'- (lima juta rupiah)'

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (l) dan ayat (2)

hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar'

(4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat

ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 32

Wajibpajakyangkarenakea|paannyatidakmenyampaikanSPTPDataumengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keteranqan yang tidak

benarsehinggamerugikankeuangandaerahdapatdipidanadenganpidana

kurunganpa|inglama1(satu)tahundanataudendapalingbanyak2.(dua)ka|i
jumlah Pajak Yang terhutang'

WajibpajakyangdengansengajatidakmenyampaikanSPTPDataumengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak benar

sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana p€iljaralr

pa|ingtama(dua)tahundanataudendapalingbanyak4(empat)ka|ijumlahpajak

yang terhutang.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 33

(l)PejabatPegawaiNegeriSipiftertentudilingkunganpenterintahdaerahdiberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk mel'rkul-lan penyiclikan lindak pidana

dibiclang PerPajakan daeran'

(2)Wewenangpenyicliksebagainranarlimal<srtdpaclaay;rl(l)aclalalt:

;). Menerimir, fi1€flct1ri, mengunlpulkan cliin nrt'ticliti lit:ietanq;ttt alaLl laporan

btlrkenaanrJcnqantinc|akpirl.rn;tc|itriclarrqpt:.Il]il]itk;illtiii.':till}.J(];t|"kc|erangarl

atlu laporati tr''rscbttt ntcrljacli lt:rtql<a1r cl;rn it-'l;rr';

b. Menelili, tllcnc,jrl rlan nrencluntpulkan kctcr':ncllrr mL-ngtltl'.ii oriing pribadi atau

badan [entang kebenaran perbua[art yang tlil;rkuk'itt scht-rburlgan dengan

tindak pidana Perpajakan Daerah tersebu!

-. 

._<-.-_€#+-._.=-::_-+:':E:::..,.,...'*=].. 

-:-...--.:-.f;-<
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c. Meminta, keterangan dan bahan bukti dari oranq pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan clokumen-clokunren lain yang

berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan hukti pembukuan,

pencatatan dan clokumen-dokumen lain, serta nrelakukan penyitaan tBrhadap

o' , bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti, melaranq seseoranc1 meninggalkan ru;rngan cttau tempaf

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung ri;rn mcmeriksa identitas orang

dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hrrruf e;

h. MenrotreL seseorang yang berkaitiin dr:ngan tindali pidana pcrpa;.rkan daerah;

i. Memanggil oranc.; ttntuk cliclerr-c;ar kuteranqanny.r rJan rlrpc.riksa sebagai

tersangka atau saksi; i'

j. Menghentikanpenyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana

dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam tJrrdang-Undano Nontor fi Tahun 1981

terrtanr; Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PEHUTUP

Pasal 34

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semLra Peraluran yang mengatur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
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(7) Hal- hal yang belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

TCHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOTHUKO TAHUN 2005 NoMCIR:27 SERI" B '1

PERDA Kab. lrluksmuka

i,

Drs. SYAUKANI DAHARI
Pembinan Utama l/luda HlP. 0'10082186

Tahun 2OOS




